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Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna
Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian
perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan
Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa
bagi Warga negara Asing yang memiliki hak milik diwajibkan melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu
1(satu) tahun. Apabilaterjadi perceraian dalam suatu perkawinan campuran dimana pihak yang cenderung
akan dirugikan adalah pihak perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan
dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA), hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam
tesis saya yakni bagaimanakah akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan
terhadap harta benda serta Bagaimanakah analisa hukum terhadap harta benda bersama setelah perceraian
dalam perkawinan campuran Beda Kewarganegaraan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 316/K/Ag/2015) tentang putusan kasasi mengenai harta bersama akibat perceraian
terhadap perkawinan campuran , penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian
yuridis normatif dimana penulis dalam meneliti mengacu kepada aturan ?aturan hukum yang ada untuk
kemudian dapat menjawab permasalahan. Dalam kesimpulannya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat
mempunyai Hak Milik, Warga Negara Asing sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan
hak atas tanah dalam Sistem hukum pertanhan kecuali Hak Pakai.

...... Indonesian citizen actors mixed marriages can not hold Right to Land, or Right to The Building (HGB),
or The Right to the Business (HGU), unless the person concerned has a marriage contract before marriage,
which regulates the separation of assets. Prohibition of Transfer of Ownership of Land to Foreigners
namely, Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law mandates (UUPA)that foreign nationals who
have the right of ownership is required to dispose of them in a period of 1 (one) year. When divorce occurs
in amixed marriage where the parties are likely to be harmed is the female citizen of Indonesia (Indonesian)
that a marriage with male foreigners (WNA), it is then an issue of concern in my thesisthat is what the legal
consequences divorce on marriage mixture of different nationalities to property and how the legal analysis
of the property together after divorce in mixed marriages different nationalities (the Supreme court of the
Republic of Indonesia Number 316 / K / Ag/ 2015) concerning the decision on the common property
consequences of divorce on marriage mixture, the author then examines these issues with normative
juridical research method in which the author refers to the rules examine existing law to be able to answer
the question. In conclusion only Indonesian citizens who can have Ownership, foreign citizens did not open
the possibility for land rightsin the legal system of land except for Right to Use.
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